2 Agustus 2016


Kepada Yth., 
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

	Perihal
	: 


	Perbaikan atas Permohonan Pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

[Reg. Perkara No. 56/PUU-XIV/2016]


t e r h a d a p


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Dengan segala hormat,

Perkenankan, kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah:
1. Nama

: Abda Khair Mufti
Umur

: 47 Tahun
Pekerjaan
: Karyawan
Alamat

: Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 Rt.014 Rw.007
  


  Kel. Balonggandu, Kec. Jatisari, Kabupaten Karawang
2. Nama

: Muhammad Hafidz
Umur

: 36 Tahun
Pekerjaan
: Karyawan
Alamat

: Padurenan, Rt.001, Rw.09, Kel. Pabuaran
  


  Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor

3. Nama

: Amal Subkhan
Umur

: 37 Tahun
Pekerjaan
: Karyawan
Alamat

: Blok Kidas, Rt.002, Rw.03
  


  Ds. Kebonturi, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon
4. Nama

: Solihin
Umur

: 40 Tahun
Pekerjaan
: Karyawan
Alamat

: Perum Telaga Pesona Blok L46, No. 16, Rt.001, Rw.017
  


  Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
5. Nama

: Totok Ristiyono
Umur

: 29 Tahun
Pekerjaan
: Karyawan
Alamat

: Cikiwul, Rt.002, Rw.01, Bantargebang, Kota Bekasi

untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan dalam perkara No. 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) [selanjutnya disebut UU 23/2014, Bukti P-1] terhadap Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi: 
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: 
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [Bukti P-3] sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU 8/2011, Bukti P-3A], yang berbunyi: 
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) UU 23/2014, terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan memeriksa, mengadili dan memutus terhadap permohonan pengujian undang-undang a quo.

II. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon

1. Bahwa para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia [Bukti P-4, Bukti P-4A, Bukti P-4B, Bukti P-4C dan Bukti P-4D] yang masih aktif bekerja.

2. Bahwa para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) UU 23/2014, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:
Pasal 251 ayat (1) UU 23/2014: 
“Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri”.
Pasal 251 ayat (2) UU 23/2014: 
“Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.
Pasal 251 ayat (7) UU 23/2014: 
“Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima”.
Pasal 251 ayat (8) UU 23/2014: 
“Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima”.
Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) UU 23/2014 bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: 
Pasal 24A ayat (1): 
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Pasal 27 ayat (1): 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan para Pemohon, haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan 
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, para Pemohon selaku masing-masing perorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja pada badan usaha swasta, selain pekerjaan juga diberikan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat. 
Dalam upaya pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan sebagai cita-cita bangsa dan negara, para Pemohon telah turut serta berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah dan dalam tingkat perwakilan di Provinsi serta Kabupaten/Kota, melalui proses pemilihan kepala daerah dan keanggotaan dewan perwakilan, yang pada akhirnya telah melahirkan produk legislasi berupa perda tingkat provinsi dan perda tingkat kabupaten/kota, guna merealisasikan kehidupan bermasyarakat. 
Namun, perda tingkat provinsi atau perda tingkat kabupaten/kota yang diundangkan dari sebuah proses legislasi dan komunikasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan gubernur atau bupati/wali kota, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang hidup berkeadilan dan berkesejahteraan, dapat dibatalkan oleh gubernur dan menteri sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat.

Kewenangan gubernur dan menteri yang diberikan oleh ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014, berpotensi akan merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon. Sebab, demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan, perda tingkat provinsi atau perda tingkat kabupaten/kota, yang isinya justru mengatur hal-hal yang belum atau tidak diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, terancam dibatalkan tanpa melalui mekanisme pengujian ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. 

Dalam kaitannya, dengan permohonan a quo terhadap pengujian ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 dengan para Pemohon, terdapat beberapa perda yaitu:

(a)  Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) [Bukti P-8];
(b)  Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 11 Tahun 2001 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 11 Seri C) [Bukti P-9]; dan 
(c)  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2002, Seri D, Nomor 4) [Bukti P-10];

yang mengatur pelayanan ketenagakerjaan, dalam rangka meningkatkan kemajuan masyarakat lokal, yaitu diantaranya adanya mengutamakan pengisian lowongan kerja di perusahaan adalah antara 50%-100% masyarakat lokal, serta pengaturan tambahan upah sebesar 5% dari upah minimum yang berlaku bagi pekerja yang dipekerjakan dengan perjanjian kerja kontrak.
Selain itu, pemberlakuan Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8) UU 23/2014, yang hanya mengakui penyelenggara pemerintahan pada tingkatan kabupaten/kota dan provinsi, untuk mengajukan keberatan atas keputusan pembatalan perda tingkat provinsi atau kabupaten/ kota, dan peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota, telah menghilangkan hak para Pemohon untuk turut serta mempertahankan keberadaan perda dimaksud. Sebab, sangat mungkin bagi penyelenggara pemerintahan pada tingkatan kabupaten/kota dan provinsi, tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas keputusan gubernur atau menteri terhadap pembatalan perda provinsi atau kabupaten/ kota, dan peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
5. Bahwa oleh karenanya, para Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 8/2011, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) UU 23/2014, terhadap UUD 1945.
III. Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon
Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.
(1) Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yaitu bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah provinsi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing provinsi dipimpin oleh gubernur dan kabupaten/kota oleh bupati/wali kota, serta memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota, melalui pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serta pemilihan legislatif anggota-anggota DPRD secara langsung dan demokratis oleh rakyat.
(2) Bahwa secara absolut, urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, serta daerah kabupaten/kota, diantaranya meliputi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanaman modal, serta pelayanan ketenagakerjaan, yang diselenggarakan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.  
Untuk melakukan pengurusan pemerintahannya dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana tugas konkuren pemerintahan daerah, kepala daerah yang terdiri atas gubernur atau bupati/wali kota diberikan wewenang atas persetujuan DPRD pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.

Keberadaan perda pada tingkatan provinsi atau kabupaten/kota, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan, sebagai produk hukum yang telah ditetapkan oleh gubernur bersama DPRD tingkat provinsi atau bupati/wali kota bersama DPRD tingkat kabupaten/kota.
Meskipun kewenangan urusan konkuren diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi, serta daerah kabupaten/kota, melalui peraturan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk dengan persetujuan DPRD pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, namun kepala daerah tingkat provinsi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan rancangan perda provinsi paling lama 3 (tiga) hari kepada Menteri, dan begitu juga pula mutatis mutandis bagi kepala daerah tingkat bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kepada Gubernur, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 242 ayat (3) dan ayat (4) UU 23/2014.
(3) Bahwa Menteri atau Gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat, diberikan wewenang yang oleh para ahli disebut sebagai executive review, untuk memberikan nomor registerasi atas rancangan perda provinsi atau kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima Menteri atau Gubernur. Bagi rancangan perda provinsi yang belum diberikan nomor register oleh Menteri, atau rancangan perda kabupaten/kota oleh Gubernur, maka rancangan perda tersebut belumlah dapat diundangkan dalam lembaran daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (5) dan Pasal 243 ayat (1) UU 23/2014.
Executive review yang dimiliki oleh Menteri atau Gubernur terhadap rancangan perda provinsi atau kabupaten/kota, berupa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan perda dikoordinasikan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 UU 12/2011. 
Tindakan koordinasi, klarifikasi dan evaluasi (preventif) tersebut, dimaksudkan agar rancangan perda tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum yang terdiri dari terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, kegiatan ekonomi masyarakat, segala bentuk diskriminasi, dan/atau kesusilaan. Apabila hasil evaluasi rancangan perda terdapat adanya pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, maka gubernur bersama DPRD provinsi atau bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota diminta untuk melakukan penyempurnaan. Namun jika hasil evaluasi rancangan perda tidak ditindak-lanjuti oleh gubernur bersama DPRD provinsi atau bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota, maka pembatalan perda tingkat provinsi atau kabupaten/kota hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Bahwa Indonesia sebagai negara hukum, penegakkan hukum dan keadilan dalam rangka menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia, sebagai bagian dari penyelenggaraan peradilan dalam bingkai kekuasaan kehakiman yang merdeka, diwujudkan dan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada dibawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.
Sebagai salah satu dari dua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut, Mahkamah Agung (MA) diantaranya berwenang untuk mengadili pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang (judicial review), seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) [selanjutnya disebut UU 14/1985, Bukti P-5], sub. Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU 48/2009, Bukti P-6], sub. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) [selanjutnya disebut UU 12/2011, Bukti P-7].
(5) Bahwa ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014, yang memberikan kewenangan kepada Menteri dalam hal membatalkan perda provinsi, dan gubernur dalam hal membatalkan perda kabupaten/kota, senyatanya tidak terbatas hanya pada perda provinsi atau kabupaten/kota yang melibatkan unsur Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas perda terkait RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah, tetapi juga untuk semua perda provinsi atau kabupaten/kota dengan materi yang menyentuh kerukunan antarwarga masyarakat, akses terhadap pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan serta gender yang merupakan bagian terpenting dari kearifan lokal kehidupan masyarakat timur.
(6) Bahwa selain perda, gubernur atau bupati/wali kota diberikan kewenangan untuk secara mandiri mengundangkan peraturan kepala daerah (perkada) dalam bentuk peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota. Sebagai pelaksana dari urusan pemerintahan konkuren, gubernur yang dalam ketentuan UU 23/2014 disebut sebagai wakil dari pemerintah pusat, serta bupati/wali kota yang kedudukannya merupakan bagian dari pemerintahan daerah tingkat provinsi. Maka, perkada yang dibuat dan diundangkan oleh gubernur atau bupati/wali kota, tidaklah memiliki kedudukan yang sama dengan perda provinsi atau kabupaten/kota yang diundangkan atas persetujuan bersama antara gubernur atau bupati/wali kota dengan DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
Oleh karenanya, executive review yang dimiliki gubernur terhadap perda pada tingkat provinsi adalah dalam bentuk perubahan atau pembatalan oleh gubernur dengan DPRD tingkat provinsi atas muatan materi yang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, berdasarkan hasil evaluasi dari menteri terhadap rancangan perda provinsi. Demikian juga terhadap rancangan perda pada tingkat kabupaten/kota, yang setelah di evaluasi oleh gubernur, apabila diketemukan muatan materi yang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, maka perda dimaksud diubah atau dibatalkan bersama-sama bupati/wali kota dengan DPRD tingkat kabupaten/kota.
Berbeda dengan rancangan perkada yang dibuat dan diundangkan oleh kepala daerah tanpa keterlibatan DPRD, yang apabila ditemukan adanya muatan materi yang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, maka menteri dapat memerintahkan gubernur selaku wakil pemerintah pusat, atau gubernur dapat memerintahkan bupati/wali kota untuk mengubah atau membatalkan rancangan perkada menjadi perkada.
Dengan demikian, kewenangan gubernur atau menteri yang dapat membatalkan perda pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi, nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, agar ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 tidak bertentangan dengan konstitusi (law against the constitution), maka kewenangan Gubernur dan Menteri secara absolut haruslah dibatasi. 

Sehingga, ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014, haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, perda provinsi atau perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, dapat diajukan keberatan oleh Menteri atau Gubernur ke Mahkamah Agung.
Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8) UU 23/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
(7) Bahwa konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas). Persamaan kedudukan dihadapan hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap warganegara.

Persamaan demikian tanpa terkecuali juga dengan penyelenggara negara atau pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
(8) Bahwa kedudukan hukum tiap warganegara juga harus diakui dan diterima sebagai subyek hukum, terkait dengan kewenangan konstitusional yang diberikan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dalam rangka memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Terlebih terhadap keputusan yang baik secara langsung atau tidak langsung, berakibat pada masyarakat.

Dalam Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8) UU 23/2014, secara tegas hanya diakui penyelenggara pemerintahan daerah pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota, sebagai satu-satunya subyek hukum yang dapat mengajukan keberatan kepada Menteri terhadap keputusan pembatalan perda tingkat kota/kabupaten atau peraturan bupati/wali kota oleh Gubernur. Serta demikian juga terhadap pengajuan keberatan kepada Presiden terhadap keputusan pembatalan perda tingkat provinsi atau peraturan gubernur oleh Menteri.

Pasal 251 ayat (7) UU 23/2014, berbunyi: “Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima”.


Pasal 251 ayat (8) UU 23/2014, berbunyi: “Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima”.


Padahal, keputusan terhadap pembatalan perda tingkat provinsi atau peraturan gubernur oleh Menteri, dan perda tingkat kota/kabupaten atau peraturan bupati/wali kota oleh gubernur, berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, yaitu diantaranya mengenai peraturan ketenagakerjaan pada tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(9) Bahwa ketentuan Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8) UU 23/2014 telah memberikan batasan waktu pengajuan keberatan, yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda tingkat provinsi atau peraturan gubernur oleh Menteri, dan perda tingkat kota/kabupaten atau peraturan bupati/wali kota oleh gubernur. Sehingga apabila setelah 14 hari, gubernur tidak mengajukan keberatan kepada Presiden terhadap pembatalan perda tingkat provinsi atau peraturan gubernur oleh Menteri, demikian juga bupati/wali kota tidak mengajukan keberatan kepada Menteri terhadap pembatalan perda tingkat kabupaten/kota atau peraturan bupati/wali kota oleh Gubernur, maka secara pasti keputusan pembatalan perda tingkat provinsi atau kabupaten/kota, dan peraturan gubernur atau bupati/wali kota, telah final dan tidak lagi dapat dianggap memerlukan persetujuan, akibat dari tidak digunakannya hak yang diberikan oleh undang-undang kepada gubernur atau bupati/wali kota.

(10) Bahwa keputusan gubernur terhadap pembatalan perda tingkat kabupaten/kota atau peraturan bupati/wali kota, serta keputusan menteri terhadap pembatalan perda tingkat provinsi atau peraturan gubernur, yang telah bersifat final merupakan bagian dari ruang lingkup keputusan tata usaha negara, yang dapat menjadi obyek sengketa tata usaha negara.

Dengan demikian, apabila ketentuan Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8) UU 23/2014 dinyatakan inkonstitusional bersyarat jika dimaknai meniadakan hak setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, maka para Pemohon dapat turut berperan aktif dalam mempertahankan keberadaan Perda dimaksud.
IV. Petitum
Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, para Pemohon memohon kiranya berkenan memutus:

Menyatakan:
· Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
· Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang menyatakan, “Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, Perda Provinsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, dapat diajukan keberatan oleh Menteri ke Mahkamah Agung.
· Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang menyatakan, “Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Perda Provinsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, dapat diajukan keberatan oleh Menteri ke Mahkamah Agung.
· Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang menyatakan, “Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, dapat diajukan keberatan oleh Gubernur ke Mahkamah Agung.
· Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang menyatakan, “Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, dapat diajukan keberatan oleh Gubernur ke Mahkamah Agung.
· Pasal 251 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang menyatakan, “Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah. 
· Pasal 251 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang menyatakan, “Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah.
· Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang menyatakan, “Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah.
· Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang menyatakan, “Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah.
· Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia  sebagaimana mestinya.
Atau; 

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian perbaikan permohonan ini para Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat para Pemohon,
Abda Khair Mufti
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